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Forum PUSPA Provinsi & 

Kota Bandar Lampung tidak 

mengakomodasi isu Pekerja 

Seks Perempuan dengan 

Alasan Moral

CSO Lokal Harmoni 

Program

JamkesKot 

Bandar 

Lampung

Jamkeskot hanya untuk Warga Negara 

dengan KTP Bandar Lampung, 

Sehingga Warga Negara dengan KTP 

Luar Bandar Lampung tidak bisa 

mengaksesnya

Konsorsium TB - HIV Provinsi 

Lampung tidak memiliki 

gagasan Strategis, bahkan 

tidak memiliki landasan De 

Jure, sehingga hanya seperti 

forum antar organisasi 

dengan mengandalkan 

komitment tidak tertulis

Advokasi Lokal

Gerakan Masyarakat 

Lampung adalah aliansi lintas 

isu, pertarungan kepentingan 

isu dan lembaga menjadi 

hambatan dalam 

menyuarakan permasalahan 

penanggulangan HIV

Permenkes no 2 tahun 2013 

tentang penganggulangan HIV 

dan AIDS

Hot Spot Nasional Permendagri No.100 Tahun 

2018 untuk bidang kesehatan 
Bantuan 

Hukum & 

Rehab Sosial

Permenkes no 4 tahun 2019 

tentang Standar Teknis 

Pemenuhan Mutu Pelayanan 

Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan. Perlu 

dibangun konsep Omnibuslaw 

Kesehatan guna memnguatkan 

integrasi peraturan tingkat 

nasional.

Penguatan 

Sosial

Pergub Lampung No 11 

Tahun 200 tentang Komisi 

Penanggulangan AIDS 

Provinsi Lampung. Perda ini 

sudah tidak relevan karena 

KPA sudah dibubarkan 

secara nasional*

Daerah

Apotek Kimia Farma, 

DKT Indonesia, Ora Sure, 

Indo Pharma, dll. Pada 

komunitas penasun, 

dokter kerap kali 

meresepkan obat yang 

sebenarnya terdapat jenis 

generik namun diberi obat 

non generik, apotek kerap 

menolak pemberian obat 

subtitusi dan pasien harus 

membayar lebih mahal.

Sektor Swasta Peraturan Daerah 

(PERDA) Provinsi 

Lampung Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Pencegahan, 

pengendalian HIV/AIDS 

dan IMS Di Provinsi 

Lampung. Perda ini tidak di 

ikuti oleh Peraturan 

gubernur dan SK 

Gubernur.

Kota Peraturan Daerah (PERDA) 

Kota Bandar Lampung 

Nomor 03 Tahun 2018 

tentang pencegahan dan 

penanggulangan penyakit 

menular. Perda ini tidak di 

ikuti oleh peraturan walikota 

maupun SK walikota 

sehingga OPD Sulit 

melakukan penganggaran.

Penjangkauan & 

Pendukungan, 

Testing & 

Terapi

Kondom, Pelicin, Jarum Suntik Steril, 

Kasa, Alkohol Swab. Kondom, 

Pelicin, Jarum Suntik Steril dan 

Kaartu Informasi dan Edukasi (KIE) 

pernah mengalami kekosongan stok 

hingga 2 tahun kalender

Paket 

Pencegahan

Institusi Publik

Distribusi 

Logistik

Permintaan &Pelaporan dan 

pelaporan sering terhambat 

masalah sistem dan SDM, 

Petugas Yankes memiliki 

beban kerja berlebih karena 

banyaknya Laporan 

Administratif.

Test &Threat, 

Obat & 

Reagent

Pengadaan barang dan jasa 

seringkali terlambat bahkan 

pengadaan kondom, pelicin, 

regent tes seringkali sudah 6 

bulan dari masa distribusi yang 

seharusnya. 

Price Promotion People Process

Diagram Fishbone

Tugas Mata Kuliah Analisis Kebijakan Publik

Membuat Analisis Masalah Publik denggan Diagram Fishbone
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Meningkatnya Jumlah Pasien 

Orang Dengan HIV (ODHIV) 

Lepas Perawatan atau Lost 

To Follow UP  di Kota Bandar 

Lampung
Pendampingan Hukum, Layanan 

Psikologis, Layanan Kekerasan, 

Pemulihan Nama Baik & 

Reintegrasi Sosial. 

Pendampingan Hukum 

menghadapi tantangan kesadaran 

korban untuk berlawan, lamanya 

proses hukum yang harus 

ditempuh, perilaku aparat yang 

kadang justru melecehkan korban. 

Layanan Psikologis, Layanan 

Kekerasan, Pemulihan Nama 

Baik jarang diakses karena 

minimnya informasi yang tersedia. 

Obat, Alat, Bahan Habis Pakai, 

KIE. Kegagalan Tender memiliki 

pengaruh signifikasn terhadap 

tingkat pasien lepas perawatan 

atau Lost To Follow Up dan 

Meningkatkan resiko perluasan 

penularan HIV

Besaran Biaya Dianggap Memberatkan 

= Test: Puskesmas; Rp 15.000 Retribusi, 

Rp. 10.000 Laboratorium, Rp 25.000 

PIMS. RSUAM ; Rp 20.000 Retribusi, Rp 

40.000 Konseling Dokter. Klinik Swasta; 

Rp 15.000 Administrasi. Pemeriksaan 

Lanjutan di Puskesmas Rp. 190.000, 

Pemeriksaan Lanjutan di RSAM Rp 

280.000. Pengambilan Obat di 

Puskesmas Rp 15.000, Pengambilan 

Obat di RSAM Rp 60.000, Pengambilan 

Obat Klinik Sasta Rp 200 Ribu, Visum et 

Repertum RSAM RP 250.000. Biaya 

Mandiri dianggap memberatkan pasien. 

Kemenkes, Dinkes Provinsi 

dan Dinkes Kota memiliki 

bagian Promkes, namun 

Aktifitas bidang ini dalam 

meluaskan informasi isu HIV 

secara nasional hingga lokal, 

sangat bergantung pada 

ketersediaan anggaran dan 

komitment Kepala Daerah 

Juga DPRD

SSG, JOB, JIP,ILS,OPSI, 

IPPI,GAYLAM, PKBI,LBH, 

AJI,DAMAR, Adinkes. Umumnya 

Merupaakan Organisasi berbasis 

komunita ang minim pembiayaan 

ataupun menggerjakan program 

donor secara terbatas.

Perusahaan Media bersikap 

Pragmatis dengan 

mengedepan Jumlah View 

dari ClickBait judul berita, 

sehingga merugikan 

Kelompok Populasi Kunci.

Asosiasi Jurnalis biasanya 

membuat pemberitaan 

dengan Press Release yang 

didapat dari CSO lokal, 

sehingga sudut pandangnya 

terbatas dan CSO Lokal juga 

tidak memberikan Press 

release secara intensif

Strategi Fastrack Getting 3 Zero 

95-95-95 pada 2030 Hanya bisa 

dicapai dengan kolaborasi kuat 

Antar Kementerian dan antar 

pemeritahan juga pelibatan 

Swasta .

Rendahnya Pemahaman 

masyarakat umum tentang 

Kesehatan Seksual dan 

Reproduksi diseertai dengan 

Budaya Patriarki mempertebal 

stigma dan diskriminasi 

terhadap ODHIV, sehingga 

masyarakat menjadi enggan 

melakukan pemeriksaan 

sukarela. Rendahnya 

Dukungan Sosial Pada ODHIV 

menguatkan keengganan 

melanjutkan terapi ARV.

Tempat Hiburan, Spa & Salon, Rumah 

Kos,Kafe.dll. Tempat Hiburan, Spa & 

Salon banyak yang justru tidak berkenan 

dengan pemeriksaan yang dilakukan 

Petugas CSO dan Layanan Kesehatan, 

sehingga hot spot ini sulit di screening.
Hubungan Industrial, 

Diskriminasi layanan Publik, 

GBV, IPV. ODHIV  

Menghadapi ancaman 

pemutusan hubungan kerja 

hanya karena status HIV 

Positifnya terungkap, 

Mendapati perlakuan yang 

berbeda pada layanan  publik, 

Diancam dikeluarkan dari 

sekolah, hingga pengucilan 

oleh keluarga dan masyarakat. 

Layanan Psikologis, Layanan 

Kekerasan, Pemulihan Nama 

Baik jarang diakses karena 

hambatan birokrasi seperti 

prosedur yang panjang.

Populasi Kunci 

(LSL,TG,PSP,Penasun,WBP,

Pasien IMS,Pasien 

TBC),Calon Pengantin,Ibu 

Hamil. Keragaman Kelompok 

sasaran dibutuhkan sinergi 

multi stakeholder dan lintas 

kementerian pada tataran 

nasional sehingga menjadi 

hambatan birokratis

Tata Laksana HIV & TB 

Kemenkes, CSS HR IAC, 

Penjangkauan dan Pendukungan 

Spiritia, Pencatatan 

kependudukan Kemendagri, 

DTKS Kemensos, Intervensi 

tempat Hiburan & Hotel 

Kementerian Pariwisata, 

Tatalaksana Test dan Terapi 

WBP Kemenkumham. Semua 

program ini berjalan dengan 

sitemnya masing-masing, tidak 

terintegrasi sehingga menyulitkan 

integrasi dala dan penggalian 

masalah secara komprehensif.

Peningkatan Anggaran, Kebijakan 

Inklusi,Modul Pendidikan Kesehatan 

Seksual dan Reproduksi di Sekolah. 

Political Will Pejabat Publik sangat 

memengaruhi peningkatan komitment 

anggaran di Isu HIV, Kota Bandar 

Lampung sendiri meningkat 

komitmentnya dari 32 juta rupiah di 

tahun 2022 menjadi 100 juta pada 

tahun 2023, namun angka ini masih 

terlalu jauh dan berfokus pada 

kegiatan pengadaan barang dan Jasa 

di Dinas Kesehatan Kota Bandar 

Lampung.

Product

Institusi Publik & 

Swasta

Pelatihan Petugas Yankes, Petugas 

CSO, Volunteer bertumpu pada dana 

hibah asing, sehingga tidak 

berimbang dengan Turn Over Staf.

Place/Plant Policies Procedures

penjangkauan Populasi Kunci, 

Dukungan ODHIV, Inisiasi ARV, 

Kepatuhan ARV, Pemeriksaan 

Supresi Virus, Pemeriksaan 

Imun, Testing Statis dan Mobile. 

Permasalahan Konseling tidak 

sesuai standar ada kasus 

dimana konselor justru 

menyarankan ruqyah, 

ketersediaan regent tes, hingga 

stigma dan diskriminasi di 

layanan kesehatan 

mempengaruhi kepatuhan minum 

obat pada ODHIV. Efek samping 

obat ditelaah secara laboratorium 

bukan dengan pendekatan 

psikologis sehingga 

memperbesar tendensi lepas 

perawatan. Informasi yang 

terbatas dari konseling dan 

Petugas penjangkau, informasi 

internet didominasi dengan Hoax.

Layanan Kesehatan 

(RS,Puskesmas,Klinik), Lembaga 

Bantuan Hukum, Lembaga Pelaksana 

Donor (SSG,ILS,PKBI Riau, OPSI 

Jambi). Pasien dari luar Kota sulit untuk 

mengakses layanan test dan perawatan, 

jauh secara jarak juga memperbesar 

beban finansial untuk akses perawatan. 

Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga 

Pelaksana Donor terkonsentrasi di Kota 

Bandar Lampung menyulitkan 

pendampingan dan Tracing Pasien

ARV, Paket TB, Obat IMS, Rapid 

Test, Viral Load, CD4, Resistensi 

Obat, terapi 

Methadone,Pemeriksaan Bayi 

dari Ibu Positif. Oral Swab dengan 

Air Liur memerlukan konfirmasi 

rapid Test pada temuan HIV 

Positif sehingga ada pekerjaan 

yang sama sebanyak dua kali. 

Terapi ppencegahan TB pada 

anak (TPT) seringkali ditolak oleh 

keluarga karena anak mereka 

tidak terdiagnosa positif 

TB).Terapi Methadone teracam 

ditutup oleh RS Jiwa Kurungan 

Nyawa karena jumlah Pasien yang 

sedikit.

Sistem Rujukan 

Berjenjang dan iuran 

kolektif memberat pemilik 

BPJS Non PBI

Mandeknya Program  

Pengambilan Obat Multi 

Bulan/ Multi Month 

Dispencing (MMD) pada 

layanan PDP di Kota 

Bandar Lampung



Keterjangkauan 

Klinik VCT/PDP

Efek Samping 

Terapi tak 

Stigma & 

Diskriminasi

Ketersediaan 

Layanan 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Publik

Peningkatan 

Anggaran dalam 

DIPA

Kebijakan 

Komprehensif dari 

Nasional - Lokal

Meningkatnya Jumlah Pasien/ 

Orang Dengan HIV (ODHIV) 

Lepas Perawatan / Lost To 

Follow UP di Bandar Lampung

Kurangnya Dukungan Sosial 

(Keluarga,teman)
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Diagram Tree

Meningkatnya Kasus AIDS

Diare Kronis Stomatitis

Inovasi layanan publik dengan 

pendekatan berbasis kebutuhan klien

Tugas Mata Kuliah Analisis Kebijakan Publik

Membuat Analisis Masalah Publik denggan Diagram Fishbone
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Sarcoma KaposiTuberculosis


